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PERMENKEU RI NOMOR 11/PMK.06/2022 TANGGAL 21 FEBRUARI 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 196)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG
INSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DENGAN MEKANISME CRASH PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2022.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Instansi
Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Angaran 2022.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 49 Prp Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No.156, TLN
No0.2104), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN N0.4286), UU 1 Tahun 2004
(LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN
N0.4916),UU 6 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.245, TLN No.6735), Perpres RI 57 Tahun
2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu Rl 163/PMK.06/2020 (BN Tahun 2020
No.1225), Permenkeu Rl 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang diselesaikan
dengan mekanisme Crash Program meliputi Piutang Instansi Pemerintah Pusat dengan
Penanggung Utang perorangan atau badan hukum/badan usaha yang menjalankan
Usaha Mikro, Kecil, atau Menengah (UMKM) dengan pagu kredit paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), perorangan yang menerima kredit pemilikan
rumah sederhana/rumah sangat sederhana (KPR RS/RSS) dengan pagu kredit paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau perorangan atau badan
hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp1.000.000.000,00, (satu
miliar rupiah), yang pengurusannya telah diserahkan kepada PUPN dan telah
diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai dengan 31
Desember 2021. Dalam hal kewajiban utang dalam bentuk mata uang asing, batasan
sisa kewajiban utang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dihitung
berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal surat persetujuan keringanan
utang. Crash Program berupa pemberian keringanan utang tidak dapat diberikan
terhadap Piutang Negara yang berasal dari aset kredit eks Bank Dalam Likuidasi (BDL),
Piutang Negara yang terdapat jaminan penyelesaian utang berupa asuransi, surety
bond, bank garansi dan/atau bentuk jaminan penyelesaian setara lainnya, kecuali
jaminan tersebut sudah tidak efektif, kadaluwarsa atau kondisi lainnya sehingga tidak
dapat lagi digunakan sebagai jaminan penyelesaian Piutang Negara. Penyelesaian
Piutang Negara pada Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri ini dilakukan
dengan mekanisme Crash Program secara nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri.
Pelaksanaan Crash Program secara teknis dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal
beru.pa pemberian keringanan utang. Penanggung Utang yang dapat diberikan Crash
Program merupakan Penanggung Utang yang mengajukan permohonan tertulis
kepada Kepala KPKNL dan diterima secara lengkap paling lambat tanggal 15 Desember
2022. Penanggung Utang yang telah diberikan persetujuan pemberian keringanan



CATATAN :

utang harus melunasi kewajibannya paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat
persetujuan ditetapkan. Dikecualikan dari kewajiban melunasi paling lambat 1 (satu)
bulan dalam hal permohonan yang disampaikan tanggal 21 November 2022 sampai
dengan paling lambat tanggal 15 Desember 2022, pelunasan dilakukan paling lambat
tanggal 20 Desember 2022 dan barang jaminan telah diumumkan untuk dilelang,
pelunasan dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
Penanggung Utang yang telah diberikan persetujuan keringanan utang sebelum
Peraturan Menteri ini berlaku namun wanprestasi, dapat mengajukan permohonan
keringanan utang melalui Crash Program berdasarkan Peraturan Menteri ini.
Pengenaan biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan
Pajak di lingkungan Kementerian Keuangan. Penyelesaian piutang instansi pemerintah
yang diurus / dikelola oleh PUPN/DJKN dengan mekanisme Crash Program, terkait
dengan prosedur, tata cara dan persyaratan pemberian keringanan utang sepenuhnya
berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
60/PMK.06/2010 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang
Dikelola/Diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126) dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi
Pemerintah yang Dikelola/Diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2022 dan diundangkan
pada tanggal 22 Februari 2022.

Lampiran: halaman 20-31.



